QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 29 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAI KELURAHAN
KOTA BIREUEN KECAMATAN JEUMPA
KABUPATEN BIREUEN

BISMILLAHIRRAI-IMANIRRAI-IIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Mcnimbang u bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 84
Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Dacrah, maka
untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna
dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk dan menclapkan
Susunan Organisasi dan "T'ata Kerja Pemerintah Kelurahan Kota
Bireuen Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bircuen;

b. bahwa untuk maksud lersebut perlu ditetapkan dalam suaty Qanun.

Mengingat

- Undang-undang  Nomor § Tahun 1974 tentang - Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan
Undung—undung Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 lentang  Pemerintahan

Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang  Nomor 25 Tahun 1999 lentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Dacrah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 lentang  Pembentukan
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3897);

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 lentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang  Pembentukan
Kabupaten Bircuen dan Kabupaten Simeulyc (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 715, Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 3963);
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7. Undung-undm]g Nomor 18 “Tahun 200 lent

Bagi Proving; Dacrah
Acch Darussalam:

ang Otonomi K hysys
[stimewa Aceh Schagai Provingi Nanggroe

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 “T'ahun 198
Kegiatan Instansi Vertika] Dacrah (Lembars
Nomor 10, Tambahan Lembara

8 l(enlang Koordinas;

n Negara Tahun 1988
n Negara Nomor 3375),

0. Peraturan Pemerintah Nomor 25 T ahun 2000 lentang chcnungun

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi scbagai Dacrah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

l().l’cralurun Pemerintah Nomor 84
Organisasi Perangkal Dacrah (
165);

ahun 2000 lentang Pedoman
Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor

Il Peraturan Pemerintah Nomor 96 T
Pengangkatan. Pemindahan dan p
Sipil (Lembaran Negara Tahun
Lembaran Negara Nomor 40 14);

ahun 2000 lentang Wewenang
emberhentian Pegawai Negeri
2000 Nomor 193, Tambahan

[3. Keputusan Presiden  Nomor 44
Penyusunan Peraty
Undang- an Pemerintah dap Rancangan
Keputusan Presiden (Lembaran Ncga

ra Tahun 1999 Nomor 70);

an Otonomi Dagrah Nomor 50
Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daergh Kabupaten /Kota,

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN R

AKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
MEMUTUSKAN :

QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISAS] DAN TATA KERJA PEMERINTAH
KELURAIIAN KOTA BIREUEN KECAMATAN JEUMPA
KABUPATEN BIREUEN,

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal |
Dalam Qanun in; yang dimaksyd dengan -

I. Daerah Otonom selanjutnya disebu( Dacrah adalah Daerah Kabupaten
Bircuen;
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Pemerintah Dacrah adalah Kepala Dacrah beserta Perangkal Daceraly
Otonom yang lain scbagai Badan Eksckutil Dacrah;

3. Bupati adalah Bupati Bircuen;

4. Sckretaris Dacrah Kabupaten selanjutnya disebut Sckretaris Dacral
adalah Sekretaris Dacrah Kabupaten Bircuen,

S. Perangkat Dacrah adalah Organisasi/L.embaga  pada Pemerintah
Dacrah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Ilupgli
dalam menyelenggarakan pemerintahan, yaitu terdiri atas Sekretariat
Dacrah Kabupaten, Dinas-dinas Dacrah dan Lembaga Tcknis Dacrah,
Kecamatan dan Kelurahan yang organisasinya dibentuk sesuai dengan
kewenangan dan kebutuhan Dacrah;

6. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah scbagai Perangkat Dacrah
Kabupaten dibawah Pemerintah Kecamatan;

7. Lurah adalah Lurah dalam Dacrah Kabupaten Bircuen.
BAB 11
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Pemerintah - Kelurahan  Kota  Bircuen
Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bircuen.

BAB 111
ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

(1)Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah scbagai perangkat Dacrah
Kabupaten dibawah Kecamatan,

(2) Kelurahan dipimpin olch scorang Lurah yang berada dibawal dan
bertanggung jawab kepada Camat,
Pasal 4

Lurah mempunyai tugas membantu Camat  dalam
Pemerintah Kecamatan,

penyclenggaraan
Pasal 5

Untuk menyclenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4,
Lurah mempunyai fungsi :

d. Pelaksanaan koordinasi terhadap jalannya Pemerintah Kelurahan,
pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;

b. Pelaksanaan %J ‘
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b. Pelaksangan tugas  dibidang — pembangunan dan  pembinaan
kemasyarakatan yang menjadi langgung_iuwabnyu;. o

¢. Pelaksanaan usahy dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya
golong royong masyarakat;

d. Pclaksanaan kegiatan dalam rangka pcmbinaan kelentraman dan
ketertiban Wilayah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 0

N 1) Susunan Organisasi Kelurahan terdirt dari:
4. Lurah;

Sckretaris Kelurahan:

Scksi Pcmcrinlahun;

Scksi Ketentraman dan Ketertiban:

Seksi Pembangunan;

Scksi Kescjahteraan Masyarakat:

Kelompok Jabatan Fungsional.

e oo o

o=

(2) Uraian tugas Jabatan  Sckretaris Kelurahan  dan Sc.ksi-scl.\'si
sebagaimana (ersebuyt dalam ayat (1), akan ditetapkan lebih lanjut
dengan Keputusan Bupati.

(3) Bagan Susunan Organisasi Keclurahan scbagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak ftcrpisahkan dengan
Qanun ini.

BAB 1V
KEPEGAWAIAN
Pasal 7
(1) Lurah adalah Jabatan Esclon |V 5

(2) Sekretaris Kelurahan dan Scksi pada Kelurahan adalah Jabatan Esclon
IV.b.

Pasal 8

Pejabat Eselon v 4 dan 1V b dilingkungan Kelurah

. . an diangkat dan
diberhentikan oleh Sckretaris Daerah atas pelimpahan

kewenangan olch

Pasal 9

L
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TATA KERJA
Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Lurah, Sckretarts Kelurahan, Kepala Sck-f”
dan Kelompok Tenaga |~‘ungsiunul wapib menerapkan prinsip k(,mrdmusn,
tegrast, sinkronisasi dan simphikase baik dalam Iingkungan Kelurahan
MNP antr Satae Ocganisast diluar Lmgkungan Pemermtah Dacrah
Sesuay dengan \agas masing-masing,

Pasal 11
Setap pimpinan Satan- organisasi- dalam lingkungan leuruhun wa)ib
mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan
agar - mengambil langkah-langkah  yang diperlukan  sesuai  dengan
ketentuan vang berlaku.

Pasal 12

Setiap  pimpinan Satan . organisasi — dalam lingkungan I\cluru.hun
bertanggung Jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-

masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan lugas
bawahannya,

Pasal 13

Setiap pimpinan  satuan organisasi - wajib mengikuti - dan mematuhi
petunjuk dan bertanggung  jawab kepada atasan masing-masing  dan
menyampaikan laporan berkaly tepat wakiu,

Pasal 14

Sctiap  Laporan yang dilerima olch
bawahannya, wajib diolah dan
penyusunan laporan lebih lanjut d
bawahan.

pimpinan satuan organisasi  dari
dipergunakan scbagai  bahan untuk
an-untuk memberikan petunjuk pada

Pasal 15

Dalam' menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan puly kepada satuan arganisasi lain yang secaru
fungsional mempunyar hubungan kerja.

Pasal 16
Dalam  melaksanakan lugas setiap pimpinan organisasi- dibantu ol

satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan
kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapal berkala,

BAB"%/ﬁ
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BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang bertentangan
dengan Qanun i dinyatakan tidak berlaku lagi,

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur lebih lanjul
dengan Keputusan Bupali sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya.,

Pasal 19
Qanun ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Qanun inj dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten
Bircuen.

Diundangkan di Bircuen
pada tanggal 28 Januari 2002

:clfl;bin.a'_ k..1/Nip. 010 071 923

TN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2002 NOMOR 29
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ATAS

QANUN l\'/\lllJl’A'l'I'lN BIREUEN
OMOR 99 TANUN 2002

TENTANG

PEMBENT (AN, SUSUNAN ORGANISAS] pAN
TATA KERJA PEMERINTAI KELURATIAN
KOTA BIREUEN k357 MATAN JEUMPA
KABUPATEN Bigppn

I'liN.lI'll,ASAN UMUM .

I Bahwa dalam fangka pelaksanaan Peraturan p
lentang Pedoman Organisas Perangkar
l\'ubumlcn/Kolu diber kewenangan untuk
Perangkay Dacrah s¢

Dacrah,

ro

Bahwa unuk adanya dasar hukum dalam penyelen
schmgga dapat berdaya guna d
rganisast dan Ty Kenja Pemerintah Kcluraha

Jeumpa Kabupaten Bireuen yang ditetapkan dengan Qanun.

3. Bahwa Pembentukan Susunan Orpanisa

tersebut diatas adalah berpedoman kepada Keputusan Ment
Otonomi Dacrah Nomor 50 Tahun 2000 tentang p
Dacrah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal | sampai dengan Pasal 19 : Cukup Jelas.

cmerintah Nomor 84
maka  kepada Dacrah
menctapkan  Susunan Organisasi
Suai dengan kemampuan keuangan Dacrah.

Bedraan roda pemerintahan
an berhasil  guna, perlu dibentuk Susunan
n Kota Bircucn Kecamatan

st dan Tata Kera Pemerintal Kclurahan
eri Dalam Negeri dan
cdoman Organisas; Perangkat

Tahun 2000

4
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN KOTA BIREUEN LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN BIREUEN
KECAMATAN JEUMPA KABUPATEN BIREUEN. NOMOR : 29 TAHUN 2002

TANGGAL : 26 JANUARI 2002

,ecensssscccsana

LURAH

_

KELOMPOK SEKRETARIS
JABATAN KELURAHAN
FUNGSIONAL

SEKSI
KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT

_ [ [ " “ ]
‘ SEKSI SEKSI SEKSI
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